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ABSTRACT

Water pollution and inadequate sanitation remain environmental and public health problems that affect
people’s quality of life. In Islam, the Prophet’s hadith contains prohibitions against polluting water,
reflecting the importance of cleanliness and public welfare. This study examines the validity of the hadith
concerning the prohibition of polluting water, the ‘illat al-hukm underlying it, and its relevance from the
perspective of figh al-bi’ah to sanitation and water pollution issues. This study aims to analyze the validity
of the hadith, identify the ‘illat al-hukm of the prohibition against polluting water, and explain its relevance
to the concept of water ecosystem self-purification in modern sanitation. This research employs a library
research method with a qualitative-descriptive approach through hadith analysis, figh al-bi’ah, and
environmental sanitation literature review. The findings show that the hadith prohibiting water pollution is
valid and contains principles of preventing public harm, protecting health, and preserving public welfare.
The prohibition is not limited to ritual purity but also has ecological relevance to the natural recovery
limits of water against pollution. This study concludes that the hadith on prohibiting water pollution has
normative and practical relevance as an ethical foundation for addressing contemporary sanitation and
water pollution issues.

Keywords: hadith, water pollution, sanitation, ‘illat al-hukm, figh al-bi’ah
Abstrak

Pencemaran air dan rendahnya sanitasi masih menjadi persoalan kesehatan dan lingkungan yang
berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Dalam Islam, hadis Nabi saw. memuat larangan mencemari air
yang menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kemaslahatan publik. Penelitian ini membahas
bagaimana validitas hadis tentang larangan mencemari air, apa ‘/lat al-hukm yang terkandung di dalamnya,
serta bagaimana relevansinya dalam perspektif fikih al-bi’ah terhadap persoalan sanitasi dan pencemaran
air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hadis, menelusuri ‘llat al-hukm larangan
mencemari air, dan menjelaskan relevansinya dengan konsep self-purification ekosistem air dalam sanitasi
modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research) dengan pendekatan kualitatif-
deskriptif melalui analisis hadis, fikih al-bi’ah, dan literatur sanitasi lingkungan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hadis larangan mencemari air berstatus valid dan mengandung prinsip pencegahan
bahaya publik, perlindungan kesehatan, serta penjagaan kemaslahatan umum. Larangan tersebut tidak
hanya berkaitan dengan kesucian ritual, tetapi juga memiliki relevansi ekologis dengan batas daya pulih
alami air terhadap pencemaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis larangan mencemari air memiliki
relevansi normatif dan praktis sebagai landasan etika ekologis dalam merespons persoalan sanitasi dan
pencemaran air kontemporer.

Kata Kunci: hadis, pencemaran air; sanitasi; ‘illat al-hukm; fikih al-bi’ah
1. PENDAHULUAN

Krisis air bersih dan pencemaran sumber air merupakan salah satu persoalan lingkungan global yang
berdampak langsung terhadap kesehatan publik dan keberlanjutan ekosistem. WHO dan UNICEF melalui
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Joint Monitoring Programme melaporkan bahwa miliaran penduduk dunia masih belum memiliki akses
terhadap air minum aman dan sanitasi layak, sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti
diare, kolera, disentri, dan berbagai infeksi saluran pencernaan lainnya.[1] Kondisi ini menunjukkan bahwa
persoalan air tidak lagi hanya dipahami sebagai isu teknis terkait ketersediaan sumber daya, tetapi telah
berkembang menjadi persoalan kesehatan global, ketimpangan sosial, dan ancaman ekologis yang
membutuhkan pendekatan multidisipliner. Di tengah realitas tersebut, air tidak hanya dipandang sebagai
sumber kehidupan biologis, tetapi juga sebagai elemen vital yang menentukan keberlangsungan kesehatan
manusia dan stabilitas lingkungan.[2]

Dalam konteks Indonesia, persoalan sanitasi dan kualitas air masih menjadi tantangan yang serius.
Rendahnya akses sanitasi aman, pencemaran limbah domestik, serta praktik buang air besar sembarangan
(open defecation) di berbagai wilayah menunjukkan bahwa persoalan air bukan hanya berkaitan dengan
kuantitas, tetapi juga kualitas dan keamanan sumber air untuk kepentingan publik. Dalam perspektif
ekologis, pencemaran yang terus berlangsung dapat menurunkan kemampuan alami air untuk melakukan
pemulihan (self-purification), yaitu kapasitas ekosistem air dalam menetralisasi bahan pencemar hingga
batas tertentu. Ketika batas daya pulih tersebut terlampaui, air tidak lagi mampu melakukan pemurnian
secara alami, sehingga berpotensi menjadi medium penyebaran penyakit dan ancaman bagi keberlanjutan
ekosistem. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan pencemaran air tidak cukup diselesaikan melalui
pendekatan teknis sanitasi semata, tetapi memerlukan pendekatan etik dan normatif yang mampu
membentuk kesadaran sosial masyarakat.[3]

Dalam Islam, air memiliki kedudukan yang fundamental, bukan hanya sebagai kebutuhan biologis, tetapi
juga sebagai sarana kesucian (taharah) yang berkaitan langsung dengan ibadah dan kehidupan sosial. Nabi
Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam melalui sejumlah hadis memberikan larangan tegas terhadap
perilaku yang dapat mencemari sumber air, seperti larangan buang air di air yang tidak mengalir atau di
tempat yang digunakan bersama oleh masyarakat. Larangan tersebut menunjukkan bahwa hadis Nabi tidak
hanya berbicara dalam dimensi ritual, tetapi juga mengandung pesan preventif terkait perlindungan
kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, terdapat
paradoks yang cukup serius, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim masih
menghadapi persoalan pencemaran sumber air dan rendahnya kesadaran sanitasi publik. Jurang pemisah
antara nilai normatif agama dan praktik sosial ini menunjukkan bahwa ajaran tentang kesucian air belum
sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku ekologis masyarakat.[4]

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika hadis larangan mencemari air sering dipahami hanya
dalam kerangka hukum kesucian dan najis secara fikih klasik, tanpa pembacaan yang lebih mendalam
terhadap rasionalitas hukum (“illat al-hukm) di balik larangan tersebut. Padahal, pencemaran air pada
hakikatnya tidak hanya menimbulkan persoalan ritual, tetapi juga berpotensi menghadirkan bahaya publik
berupa penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem, dan terganggunya kemaslahatan bersama. Dalam
konteks ini, teori ‘illat al-hukm Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yang menempatkan hukum syariat dalam
kerangka perlindungan kemaslahatan dan pencegahan bahaya publik menjadi relevan untuk digunakan. Di
sisi lain, sains lingkungan modern melalui konsep self-purification menjelaskan bahwa ekosistem air
memang memiliki kemampuan memulihkan diri, tetapi kemampuan tersebut memiliki batas tertentu.[5]
Oleh karena itu, muncul pertanyaan akademik yang penting: apakah larangan hadis tentang mencemari air
hanya berorientasi pada kesucian ritual, atau sesungguhnya memiliki basis rasional ekologis yang selaras
dengan prinsip pencegahan bahaya publik dan batas daya pulih ekosistem air?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis larangan mencemari air
secara integratif melalui pendekatan fikih al-bi’ah dengan menggunakan teori ‘illat al-hukm Ibnul Qayyim
al-Jauziyyah mengenai bahaya publik, serta menghubungkannya dengan konsep self-purification dalam
sains ekologi air. Penelitian ini diperlukan karena persoalan pencemaran air tidak cukup diselesaikan hanya
melalui pendekatan teknis sanitasi, tetapi juga membutuhkan landasan etik-religius yang mampu
membangun kesadaran ekologis masyarakat.[6] Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya kajian hadis ekologis dan fikih lingkungan melalui pendekatan interdisipliner antara ilmu
hadis, ushul fikih, dan sains modern. Secara praktis, penelitian ini juga memiliki urgensi sebagai kontribusi
konseptual dalam membangun paradigma keberagamaan yang tidak berhenti pada kesucian ritual, tetapi
meluas pada tanggung jawab menjaga sumber air sebagai bagian dari perlindungan kehidupan dan
kemaslahatan publik.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema air, hadis, dan lingkungan dari berbagai perspektif. Andi
Muhammad Ali Amiruddin (2015) menyoroti hadis-hadis tentang air sebagai prinsip normatif perlindungan
sumber daya air, namun masih terbatas pada klasifikasi tematik.[7] Budi Ichwayudi dkk. (2025) membahas
relevansi hadis dalam pengelolaan air melalui pendekatan magqasid, tetapi belum mengkaji rasionalitas
larangan pencemaran air secara spesifik.[8] Moh Hamim (2023) menekankan sanitasi berbasis fikih
lingkungan, namun belum mengaitkannya langsung dengan hadis larangan mencemari air.[9] Miftakhul
Arif (2023) mengkaji pergeseran konsep taharah menuju kesadaran ekologis, tetapi belum
menghubungkannya dengan batas daya pulih air.[10] Sementara itu, Fahmi Hamdi dkk. (2025) menekankan
integrasi etika Islam dalam pengelolaan air, namun masih pada level tata kelola makro.[11] Berbeda dengan
penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis hadis larangan mencemari air melalui
pendekatan llat al-hukm Tbn al-Qayyim terkait bahaya publik, serta mengintegrasikannya dengan konsep
self-purification dalam sains lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan hadis sebagai
norma preventif ekologis yang dapat dijelaskan secara fikih sekaligus dibuktikan secara ilmiah melalui
batas daya pulih air.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan integratif yang menggabungkan teori ‘llat al-hukm Ibn al-
Qayyim al-Jauziyyah, konsep self-purification dalam ekologi air, serta fikih al-bi’ah sebagai kerangka
pemersatu. Ketiga konsep ini (teori 'illat al-hukm, self-purification, fikih al-bi'ah) digunakan untuk
menganalisis hadis larangan mencemari air secara komprehensif dari aspek normatif keagamaan dan
ekologis ilmiah. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan keterkaitan antara hukum Islam dan realitas
lingkungan modern. Dengan demikian, kajian tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan
aplikatif.

Dalam ushul fikih, ‘illat al-hukm merupakan alasan rasional di balik penetapan hukum syariat. Ibn al-
Qayyim al-Jauziyyah dalam I'lam al-Muwaqqi'n menegaskan bahwa hukum Islam berlandaskan keadilan,
rahmat, hikmah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap hukum bertujuan mewujudkan manfaat dan
mencegah kerusakan di masyarakat.[12, hIm. 3] Berdasarkan teori ini, larangan mencemari air dalam hadis
dipahami sebagai upaya preventif terhadap bahaya publik serta perlindungan kesehatan dan lingkungan.

Dalam perspektif sains lingkungan, self-purification adalah kemampuan alami badan air untuk memulihkan
kualitasnya melalui proses biologis, fisika, dan kimia seperti oksigenasi, sedimentasi, dan aktivitas
mikroorganisme pengurai. Namun, kemampuan ini memiliki batas kapasitas asimilasi tertentu. Jika beban
pencemar melebihi batas tersebut, maka kualitas air akan menurun dan mengganggu eckosistem serta
kesehatan manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa larangan mencemari air dalam hadis memiliki
relevansi ilmiah dengan prinsip batas daya pulih lingkungan.

Sebagai kerangka integratif, fikih al-bi’ah memandang bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari
tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Perlindungan terhadap air, tanah, dan udara tidak hanya
bersifat teknis, tetapi juga merupakan kewajiban etik dan religius. Dalam penelitian ini, fikih al-bi’ah
menghubungkan analisis hadis, teori ‘illat al-hukm, dan konsep self-purification secara terpadu. Dengan
demikian, larangan mencemari air dapat dipahami sebagai norma syariat yang selaras dengan prinsip
keberlanjutan ekologis.[13, hIm. 75]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-
analitis. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajiannya berupa teks-teks normatif keagamaan yang
memerlukan penelaahan mendalam melalui sumber tertulis. Fokus penelitian diarahkan pada hadis-hadis
tentang larangan mencemari air serta relevansinya dalam perspektif fikih al-bi’ah. Selain itu, penelitian ini
juga berupaya menghubungkan pesan normatif hadis dengan konsep ilmiah modern mengenai self-
purification ekosistem air sebagai daya pulih alami terhadap pencemaran.[14]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-integratif, yaitu menggabungkan analisis
hadis dengan kajian fikih lingkungan dan teori ilmiah modern. Dalam aspek normatif, penelitian ini
menggunakan teori ‘illat al-hukm Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, khususnya prinsip pencegahan bahaya
publik (daf al-darar al- ‘amm), untuk menelusuri rasionalitas hukum di balik larangan Nabi saw. mencemari
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air. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga
memiliki orientasi pada perlindungan kemaslahatan umum. Sementara itu, pendekatan integratif digunakan
untuk membaca relevansi hadis dengan teori self-purification, yaitu batas kemampuan alami air dalam
memulihkan kualitasnya sebelum mengalami penurunan fungsi ekologis akibat pencemaran.[15]

Sumber primer dalam penelitian ini adalah dua hadis utama, yaitu hadis riwayat Muslim tentang larangan
buang air kecil di air tergenang dan hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan buang air di sumber air
publik (al-mawarid). Kedua hadis tersebut menjadi objek utama yang dianalisis dari segi makna, konteks,
dan implikasi hukumnya dalam perspektif fikih lingkungan. Adapun sumber sekunder meliputi kitab-kitab
syarah hadis, seperti Syarh Sahith Muslim karya al-Nawawi dan ‘Aun al-Ma ‘bid karya al-‘Azim Abadi,
serta karya Ibn al-Qayyim seperti /‘lam al-Muwaqqi‘in. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
literatur kontemporer berupa buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga resmi seperti WHO, UNICEF, dan
Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan sanitasi, kesehatan lingkungan, dan ekologi air.[16]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menghimpun
berbagai data dari kitab, buku, jurnal, dan laporan ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data yang
telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami makna
hadis dan kandungan hukumnya. Analisis juga dilakukan secara interdisipliner dengan mengintegrasikan
konsep fikih dan teori ilmiah modern mengenai daya pulih ekosistem air.[17] Tahapan analisis meliputi
identifikasi teks hadis, penelusuran ‘illat hukum, integrasi dengan teori self-purification, serta penarikan
kesimpulan mengenai relevansi hadis dalam menjaga kualitas air dan kesehatan publik di era kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kualitas dan Kehujjahan Hadis Larangan Mencemari Air

Sebelum analisis fikih dan integrasi saintifik dilakukan, penelitian ini terlebih dahulu menempatkan hadis
sebagai fondasi normatif yang harus dipastikan kualitas dan kehujjahannya. Hal ini penting karena
kekuatan argumentasi dalam penelitian tidak hanya bergantung pada analisis teoritis, tetapi juga pada
validitas sumber utama yang digunakan. Penelitian ini bertumpu pada dua hadis utama yang secara eksplisit
memuat larangan mencemari sumber air. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada
aspek takhrij, kualitas hadis, makna kebahasaan, serta penjelasan ulama terhadap kandungan hadis
tersebut.[ 18]

Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab al-Taharah, Bab al-Nahyi ‘an
al-Bawl fi al-Ma’ al-Rakid, dari sahabat Jabir ibn ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah

sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
. /5/.7.5. or ot @ @ /o 'a”zgé/ PN
P g e - ege B QERUPS KU PEAESRAPR

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir,
kemudian ia mandi di dalamnya.” (HR. Muslim)

Hadis ini berstatus sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihi-nya yang secara
umum diterima sebagai salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Islam. Imam al-Nawawi dalam
Syarh Sahith Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan mencemari air yang digunakan
bersama, terutama air yang diam dan berpotensi terpengaruh oleh najis atau kotoran. Penempatannya dalam
Kitab al-Taharah menunjukkan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan aspek kesucian, penggunaan air,
dan perlindungan terhadap kemaslahatan bersama.[19]

Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abr Dawid, Kitab al-Taharah, dari sahabat
Mu‘adz ibn Jabal radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

w @ . 4 //a . ///o T B //o ?'?.

:}./Ej\j céﬂ#‘ 3:\.9)\35 c.b\}-aj\ ‘3 )\}J\ :‘\JW\ u.ew\ \j;u\

Artinya: “Takutlah kalian terhadap tiga perkara yang mendatangkan laknat: buang air di sumber air, di
tengah jalan, dan di tempat berteduh.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini oleh sebagian ulama dinilai hasan dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Dalam
‘Aun al-Ma ‘biid, al-*Azim Abadi menjelaskan bahwa larangan dalam hadis ini ditujukan kepada perbuatan
yang menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat, khususnya pada tempat-tempat yang menjadi
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kebutuhan umum. Dalam konteks penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada frasa al-mawarid
(20541, yaitu sumber air yang digunakan secara bersama oleh masyarakat.[20]

Analisis kebahasaan terhadap kedua hadis menunjukkan bahwa terdapat pesan normatif yang kuat dalam
diksi yang digunakan. Istilah al-ma’ al-da’im (2\ +W) merujuk pada air yang diam, menetap, atau tidak
mengalir, sehingga dalam kajian fikih dipahami sebagai air yang lebih mudah terpengaruh oleh benda asing
atau najis. Sementara itu, kata al-mawarid (2,)5<V) secara bahasa berarti tempat mendatangi air atau sumber
air yang menjadi akses bersama bagi masyarakat, seperti sumur, mata air, telaga, maupun jalur air publik.
Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa larangan dalam hadis tidak hanya berkaitan dengan
kepentingan individual, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap sumber daya publik yang digunakan
secara komunal.[8]

Penjelasan ulama syarah semakin memperkuat dimensi kehujjahan kedua hadis tersebut. Imam al-Nawawi
menegaskan bahwa larangan dalam hadis pertama menunjukkan perhatian syariat terhadap penggunaan air
yang dapat terdampak oleh perbuatan manusia, sehingga tidak merugikan pengguna lainnya. Sementara al-
‘Azim Abadi menjelaskan bahwa ungkapan al-mald‘in al-tsaldatsah merupakan bentuk peringatan keras
terhadap tindakan yang menimbulkan gangguan sosial dan merusak kemanfaatan fasilitas umum.[21]
Dengan demikian, kedua hadis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid, otoritatif, dan
memiliki pesan normatif yang jelas mengenai larangan mencemari air, baik air tergenang maupun sumber
air publik. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk menelusuri /lat al-hukm di balik larangan tersebut
dalam perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah pada pembahasan berikutnya.

4.2 Analisis ‘lllat al-Hukm Hadis Larangan Mencemari Air Perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah
Setelah validitas hadis dipastikan, langkah analitis berikutnya adalah menelusuri ‘illat al-hukm atau
rasionalitas hukum yang melatarbelakangi larangan Nabi saw. terhadap tindakan mencemari air. Dalam
penjelasan fikih klasik, hadis-hadis tentang larangan mencemari air umumnya dibahas dalam konteks
taharah dan najasah, terutama terkait status kesucian air sebagai sarana bersuci. Namun demikian, dalam
beberapa penjelasan juga terdapat pertimbangan mengenai pencegahan bahaya (daf al-darar) sebagai
bagian dari tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan ta ‘il al-ahkam
dengan perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah untuk menelusuri rasionalitas hukum yang terkandung dalam
hadis-hadis tersebut, sehingga larangan Nabi saw. tidak hanya dipahami dari aspek ritual, tetapi juga dalam
kaitannya dengan kemaslahatan yang lebih luas.[22]

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam [ ‘lam al-Muwagqqi ‘Tn menegaskan bahwa syariat Islam dibangun di atas
prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Menurutnya, hukum syariat pada dasarnya terkait
dengan hikmah dan kemaslahatan yang dapat ditelusuri melalui pendekatan magqasid al-shart‘ah dan ta ‘lil
al-ahkam. Dalam kerangka ini, suatu larangan tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif yang
bersifat tekstual, tetapi juga sebagai upaya syariat untuk mencegah kerusakan (daf al-mafsadah) dan
menjaga kemanfaatan bersama (jalb al-maslahah). Prinsip tersebut berkaitan erat dengan konsep daf ad-
darar al-‘amm, yaitu pencegahan bahaya yang berdampak pada kepentingan umum, yang menjadi salah
satu dasar penting dalam membaca rasionalitas hukum hadis larangan mencemari air.[23, him. 3]

Apabila kerangka teori tersebut diterapkan pada hadis pertama tentang larangan kencing di air tergenang
yang tidak mengalir, dapat dipahami bahwa ‘i/lat larangan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan
kesucian air, tetapi juga dengan upaya menjaga agar air tetap layak digunakan oleh orang lain. Dalam
konteks fikih, air yang terkena kotoran manusia berpotensi memengaruhi fungsi air sebagai sarana bersuci,
sekaligus mengurangi kemanfaatannya sebagai kebutuhan bersama. Secara empiris, pencemaran air oleh
limbah manusia juga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air (waterborne diseases),
sehingga larangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan mudarat publik. Dengan perspektif
Ibn al-Qayyim, tindakan mencemari air tergenang dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan
dengan prinsip daf al-darar dan perlindungan kemaslahatan umum, karena dampaknya tidak hanya
dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat yang menggunakan sumber air tersebut.[24]

Analisis serupa juga dapat diterapkan pada hadis kedua tentang larangan buang air di sumber air publik (a/-
mawarid). Dalam hadis ini, fokus larangan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan personal, tetapi juga
dengan perlindungan terhadap sumber air yang digunakan masyarakat secara kolektif. Sumber air dalam
konteks kehidupan sosial merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga agar tetap bersih dan dapat
dimanfaatkan oleh semua orang. Oleh karena itu, apabila seseorang mencemari sumber umum, tindakan
tersebut tidak hanya melanggar norma kebersihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan mudarat sosial yang
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lebih luas.[25] Dalam perspektif Ibn al-Qayyim, larangan ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan
syariat terhadap hak publik atas air bersih melalui prinsip pencegahan bahaya umum (daf al-darar al-
‘amm).

Berdasarkan analisis terhadap kedua hadis tersebut, dapat dipahami bahwa ‘illat al-hukm larangan
mencemari air bersifat berlapis. Pada satu sisi, hadis memuat dimensi ritual berupa penjagaan kesucian air
sebagai sarana bersuci. Pada sisi yang lain, hadis juga memuat dimensi sosial-ekologis berupa perlindungan
terhadap kesehatan masyarakat, hak publik atas air bersih, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan
demikian, hadis-hadis tersebut dapat dibaca sebagai norma preventif yang tidak hanya mengatur kebersihan
individual, tetapi juga mengandung rasionalitas hukum yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Temuan analisis ini menunjukkan bahwa hadis larangan mencemari air dapat dipahami memiliki relevansi
ekologis dan sosial yang tetap kontekstual dalam menghadapi persoalan pencemaran air di era
kontemporer.[26]

4.3 Integrasi Hadis dengan Teori Self-Purification Ekosistem Air dalam Sains Sanitasi Modern

Dalam sains sanitasi dan ekologi perairan dikenal konsep self-purification, yaitu kemampuan alami badan
air untuk menurunkan beban pencemar melalui serangkaian proses biologis, fisika, dan kimia. Proses ini
berlangsung melalui beberapa mekanisme utama, seperti oksigenasi yaitu masuknya kembali oksigen ke
dalam air yang mendukung aktivitas mikroorganisme pengurai, sedimentasi yang menyebabkan partikel
pencemar mengendap ke dasar perairan, serta aktivitas mikroorganisme aerobik yang merombak senyawa
organik menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga beban pencemar dapat berkurang. Pada perairan
yang mengalir (lotic ecosystem), pergerakan air juga berperan dalam mempercepat proses pemulihan karena
turbulensi meningkatkan kontak antara air dan atmosfer, sehingga kadar oksigen terlarut dapat diperbarui
secara lebih efektif.[27]

Namun demikian, kemampuan self-purification badan air tidak bersifat tanpa batas. Dalam ilmu
lingkungan, setiap badan air memiliki kapasitas asimilasi tertentu terhadap beban pencemar. Apabila beban
pencemar yang masuk masih berada di bawah batas kapasitas tersebut, proses pemulihan alami umumnya
masih dapat berlangsung secara efektif. Sebaliknya, ketika beban pencemar melampaui kapasitas asimilasi,
kualitas ekosistem air dapat mengalami gangguan serius. Kondisi ini dapat ditandai dengan penurunan
kadar oksigen terlarut, meningkatnya risiko proliferasi mikroorganisme patogen, peningkatan senyawa
pencemar tertentu, serta terganggunya kehidupan biota air. Pada keadaan demikian, air tidak lagi mampu
menjalankan proses pemulihan secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan
manusia maupun keseimbangan ekosistem.[28]

Konsep self-purification dapat digunakan sebagai salah satu kerangka ilmiah untuk membaca pesan
normatif hadis mengenai larangan mencemari air. Hadis pertama secara spesifik melarang pencemaran al-
ma’ al-da’im, yakni air yang diam atau tidak mengalir. Dari perspektif sains, air tergenang memiliki
kapasitas pemulihan alami yang relatif lebih terbatas dibandingkan air yang mengalir, karena minimnya
sirkulasi air dan rendahnya proses aerasi yang mendukung pembaruan oksigen terlarut. Akibatnya,
pencemaran pada air stagnan cenderung lebih sulit dipulihkan dibandingkan air yang mengalir. Larangan
Nabi saw. terhadap pencemaran air tergenang dapat dipahami sebagai memiliki kesesuaian konseptual
dengan temuan sains modern mengenai kerentanan ekologis badan air yang memiliki kapasitas asimilasi
terbatas.[29]

Hadis kedua yang melarang buang hajat di al-mawarid atau sumber air publik juga dapat dijelaskan melalui
perspektif sains sanitasi modern. Pencemaran air oleh limbah manusia berpotensi membawa berbagai
mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit berbasis air (waterborne diseases). Risiko
tersebut menjadi lebih luas ketika pencemaran terjadi pada sumber air yang digunakan secara bersama oleh
masyarakat, karena dampaknya tidak hanya mengenai individu tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi
kesehatan publik secara kolektif. Dalam kajian kesehatan lingkungan, kontaminasi air oleh limbah manusia
masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat global, khususnya di wilayah yang sistem
sanitasinya belum memadai.[30] Larangan hadis terhadap pencemaran sumber air publik, dapat dipahami
memiliki korespondensi empiris dengan prinsip-prinsip sains sanitasi modern, terutama dalam upaya
menjaga daya pulih ekosistem air serta mencegah risiko mudarat bagi masyarakat luas.

4.4 Relevansi Fikih al-Bi’ah dalam Krisis Sanitasi dan Pencemaran Air di Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar masih menghadapi persoalan
sanitasi dan kualitas air yang menjadi tantangan serius dalam kesehatan lingkungan. Laporan WHO dan
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UNICEF melalui Joint Monitoring Programme (JMP) tahun 2023 menunjukkan bahwa akses terhadap
sanitasi layak dan air minum aman di Indonesia masih belum merata, terutama di sejumlah wilayah
pedesaan dan kelompok masyarakat yang rentan. Praktik buang air besar sembarangan (open defecation)
juga masih ditemukan di beberapa daerah, meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai program
intervensi, seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), untuk menurunkannya secara bertahap.[31]
Kondisi sanitasi yang belum optimal tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit berbasis
lingkungan, termasuk diare yang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat, khususnya
pada kelompok anak-anak.

Di samping persoalan sanitasi rumah tangga, pencemaran sungai akibat limbah domestik maupun limbah
industri juga menjadi persoalan ekologis yang signifikan di Indonesia. Berbagai laporan menunjukkan
bahwa penurunan kualitas air sungai di sejumlah wilayah berkaitan dengan tingginya beban pencemaran
yang melampaui kapasitas asimilasi badan air. Pencemaran ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke. Namun, masalah ini biasanya jauh lebih parah di daerah perkotaan yang
padat penduduk. Sebagai contoh, kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta memiliki tingkat pencemaran
air tanah yang sangat tinggi karena jarak antara sumur air dan tangki septik (septic tank) warga terlalu
dekat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem perairan, tetapi juga berpotensi
mengganggu akses masyarakat terhadap sumber air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini
menunjukkan bahwa persoalan sanitasi dan pencemaran air tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan
teknis, melainkan juga berkaitan dengan perilaku sosial, tata kelola lingkungan, serta kesadaran kolektif
dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.[32]

Pembacaan melalui perspektif fikih al-bi’ah memberikan kerangka normatif yang relevan untuk merespons
persoalan tersebut. Fikih al-bi’ah merupakan pengembangan kajian fikih yang menempatkan perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dalam kerangka ini, menjaga kualitas sumber
air tidak hanya dipahami sebagai persoalan kebersihan individual, tetapi juga sebagai bagian dari upaya
menjaga kemaslahatan publik yang sejalan dengan prinsip magqasid al-shari‘ah, khususnya hifz al-nafs
(perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Oleh sebab
itu, tindakan yang menyebabkan pencemaran sumber air publik dapat dipandang bertentangan dengan
prinsip perlindungan kemaslahatan umum yang menjadi salah satu tujuan pokok syariat.[33]

Relevansi fikih al-bi’ah dalam krisis sanitasi Indonesia tampak pada kemampuannya menghadirkan nilai-
nilai keagamaan sebagai landasan etis dalam membangun perilaku sanitasi dan kesadaran ekologis
masyarakat. Hadis-hadis larangan mencemari air, yang sebelumnya telah dianalisis dari aspek validitas,
‘illat al-hukm, dan keterkaitannya dengan sains sanitasi modern, menunjukkan bahwa ajaran Islam
memiliki dimensi normatif yang dapat dikontekstualisasikan dalam upaya menjaga kesehatan publik dan
kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih al-bi’ah tidak hanya berfungsi sebagai
kerangka normatif dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungan, tetapi juga memiliki relevansi
etis dalam penguatan perilaku sanitasi yang bertanggung jawab, kesadaran ekologis masyarakat, serta
perlindungan sumber daya air di tengah tantangan lingkungan Indonesia kontemporer.[34]

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan mencemari air
memiliki kualitas dan kehujjahan yang valid sehingga dapat dijadikan landasan normatif dalam Islam untuk
menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian sumber daya air. Analisis terhadap ‘illat al-hukm dengan
perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya berorientasi pada
aspek kesucian ritual (faharah), tetapi juga mengandung rasionalitas hukum berupa pencegahan bahaya
publik (daf al-darar al-‘amm), perlindungan hak masyarakat atas air bersih, dan penjagaan kemaslahatan
bersama. Adapun dari aspek relevansi, penelitian ini menemukan bahwa hadis larangan mencemari air
memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep self-purification dalam sains ekologi air. Kemampuan alami
air untuk memulihkan diri dari pencemaran ternyata memiliki batas tertentu, sehingga pencemaran yang
melampaui daya pulih tersebut dapat menimbulkan kerusakan ekologis dan risiko kesehatan publik. Dengan
demikian, ketiga pertanyaan penelitian mengenai validitas hadis, ‘illat al-hukm yang melandasi larangan
mencemari air, serta relevansinya terhadap konsep self-purification ekosistem air telah terjawab secara
berurutan. Temuan ini menegaskan bahwa hadis larangan mencemari air tidak hanya berfungsi sebagai
norma fikih klasik tentang kesucian air, tetapi juga sebagai prinsip etis-ekologis dalam perspektif fikih al-
bi’ah yang tetap kontekstual untuk merespons persoalan sanitasi dan pencemaran air kontemporer.
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